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Anggaran

Denpasar (Bali post) -Pem-erintah pusat maupun pemerimengalokasikan anggaran yang cuku rrpemban gunan sektdr*t"p.riaiajil"f i i'

ah daerah
nggi untuk
rli. Namun,

31gq?:"" yang menguc_ur deras ke sok
Llt tlt : ll gat"pote n-s i"r,i';iliir"Tril[] or pendidi-

ifl,*l;r;:*l,ri*^{;i{il-;"dT
gt'korupsi

i:Ll 1t{:l d.isertai d J1,;,.1, ;;Gff ;:Xff
'ung jawab

Ijj :l J: T1'1" { t 
" 
*j ?; ;i iJii,?l"p 

" 
f ii ang ekstra

11 | "'.*1T, p"-.;il." h ;;;;;,' ii,'ffiil : pangan di
sejenis tim khusus g.rrr, --;r;ffi'Afii

rembentuk
ibusi mau-pun re alisa s i anggaia; i;;;ei;l ni;;;; ut.

I(hr:tsus

Hal senad; r jula dilontaruan
Sarjana. Narriui. do.e" U.ri-
versitas Hinrlrr Indonesia ini
men-gingatkan fahwa esensi
pembentukarr tihr khusus i+r,

Dikhawatirkan Jqdi "Ladang" koiupsl

Pendidikan

khusus itu
b'r-kan sengaj,, u,fi"t i"".*i_
cari kesalihilr ihhatlemut
maupun piha.i-pihak peneri_

^ma 
anggaran 

i nfrdidikln itu.
l.e!apl, murrli lftemerankan
diri sebagai a;t,tftontroi ma.r-
purt mengantis iplsi terjadinya
pelangga-ran. Ilafkan. tim iiujuga wajib mem$rikan bimb-
rngan secara tefltruktur dan
tersistematis|{il agar pihak
penerima angH4fan p"iraiai-
:l-1 =-1.p" ffi |setola ang_
gara-n itu sec4ill 6enar aliis
trdak menyallrlLl ketentuan
yang dipersyar,rrtkan.

.. -{qdi, fungsinya justru leb_
ih dititikberaltad pia" f""i.i
preventif. Yalnl mencerihpreventu. Yaxnf mencegah
[erJadlnya p,rnf impangan
oatam- p_emanlitalan maupun
pengelolaan a.nqgaran pen-
orqrKan," tegasnyf.

,, Menurut Sarjana, tim
xnusus .rtu _sebaiknya tidak
nanya dlperkuat oleh instansi
terkait di lingkungan pemerin_
?h.daerah seperti Dinas pen-

*Oits,n. Pemuga dan Olahraga
lursctrkpora) dan Inspektorit.
r\amun. luga wajib menyerta_
Kan rnstansl terkait lainnya
lepe-rli Kejaksaan, Dewin
Pendidikan di masing-masing
Kabupaten/kota dan aparat
penegak hukum lainnva.
. "Mereka yang terliiat da_
lam tim khusus inilah yang
secara proaktif melakukai
pengawasan guna memini_
mallsasl terjadinya penyalah_
gunaan anggaran pendidikan
serendah mungkin. Ingat, es-
ensr pembentukan tim khusus
lnr murnr memerankan diri
sebagai alat kontrol maupun
mengantisipasi terjadinya
pelanggaran. Bukan sen-
gaja mencari-cari kesalahan,"
kata Sarjana mengingatkan.
(kmb13)

Harus llipantau

Pengamat pendidikan Drs.I l\.{ade Gede putra Wijaya.
S.H., M.Si. dan Drs. t i'rit.i
Sarjana. IVI.Si. mengatakan
hal itu kepada Bali post, Ju_
mat (23110) kemarin. Menu_
rut Putra Wijaya, anggaran
pendidikan yang nilai nomi_
nalnya relatif tinggi sangat
rawan dr.korupsi. Namun.
Kekhawatrran itu tidak boleh
dijadikan dalih pembenar un-
tuk tidak merealisasikan ans_
garan pendidikan 20 pu".e-n
yang sudah jadi amanat un_

dang-undang. Mengantisipasi
terJadlnya korupsi di sektor
pendidikan. tentu saja fungsi
pengawasan dan pemantauan
rtu yang wajib dilakukan
secara sungguh-sungguh.
Itlenurut sa5'a, keberadaan

tim khusus untuk memantau
anggaran pendidikan itu ber-
sifat mutlak. Namun, tim itu
tidak boleh sekadar papan
nama alias tidak benar-benar
serius melakukan peman-
tauan ke lapangan-," kata
Putra Wijaya.
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Malah I{' kan Banding

melasa tidak bersalah dan tidak pern:

menyatakan banding. Terdakwa 1

dampingi kuasa hukumnya Ketut

merrerima uang hasil korupsi. Karenan5
Yanti menyatakan banding.

Banding ini sudah dinyatakan, Mi

Atas kondisi itu, Kejaksaan Negeri
(Kejari) Karangasem juga menyatakan
banding dan sudah men$rim-kan pem-
beritahuan banding ke keluarga Yanti.
'Yanti dan jaksa sama-sama banding.
Tetapi, saya tidak tahu prosesnya seka-
rang sampai di mana, karena Yanti tidak
lagi melalui kami menyatakan banding-
nya. Kalau Mangku Laba dan Juliasa
sudah menerima putusan," katanya.

Sebelumnya, tiga terdakwa kasus
korupsi kelompok sapi betina fiktif ini
divonis berbeda. Ketua Kelompok Sapi
Pucuns Sari. Maneku Laba. divonis 3Pucung Sari, Mangku Laba,
tahun ditambah denda Rp 50
sider tiga
negara Rp 443 juta, dengan ketentuan
jika tidak mampu membayar digantijika tidak mampu
pidana penjara satu tahun enam bulan'
Sementara anggota kelompok, Juliasa,
divonis l tahun 4 bulan (16 bulan) ditam-
bah denda Bp 50 juta subsider dua bulan
penjara tanpa mengganti kerugian neg-
ara karena sudah mengembalikan uang
hasil korutrisi Rp 50 juta. Yanti sendiri
fivonis 1 tahun penjara ditambah denda
Rp 50 juta subsider 3 bulaqpenjara dan
tidak dike/rai pengembaliAn kerugian
negara karena sudah menitipkan uang
Rp 7 juta di kejaksaan. (kmb37)

Selasa (2919) latu. Sementara dua ter

pidana lainnya yang divonis lebih berrl
yaitu Ketua Kelompok Sapi Pucung Szr

Mangku Laba (divonis 3 tahun) dan an
gota kelompok Juliasa (divonis 1 tahur
bulan) menyatakan menerima putusa

IGtut Bahrh yang d i m intai konfi rma

ggu lalu, setelah ia dinyatakan bers
dan divonis satu tahun penjara
Pengadilan Tipikor Denpasar 1

Selasa (2919) latu. Sementara dua

Junat (23/10) kemarin, menyatakan m
mangbenar Hiennya menyatakanbandi:
atas putusan minimal itu.'Ya, dipastik
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Langgar Batas{ ltu"!,, pemasdng"n

Satpol PP Semprit
Tiga Pernllik Reklame

Denpasar (Bali post) -
Salpol PP Denpasar terus

melakukiln pemantauan ter_
h.adap pelanggaran reklame.'I'erutama reklame yang telah
naols ma_sil rzln pemasangannya.

{ltn,?t (23110t kemarin. Satpol
PP Kota l)enpasar melakukln
pemantauan dan menyemprit
pemilik reklame ukuran besar
.vang terdapat di tiga titik yang
rnelanggar batas waktu.

Satpgl PP melakukan peman-
tauan dari kawasan Jalan Sura_
pati, _Jalan Waribang Kesiman,
dan Jalan By-pass Ngurah Rai,
Sanur. Dan tiga titik di kawasan
tersebut, ditemukan reklame yang
melanggar karena sudah kedalul
warsa. Bahlian. pemiliknya sudah
berencana untuk menurunkannya.
'Dari tiga titik yang telah kami
benk_an surat peringatan kepada
pemilik. dua reklame telah siao
dibongkar p,_'mililnya. yakni di Ji.

Surapati d4r, Jl. By-pass Ngurah
Itar Sanur,'lgjarKasatpol pp Kota
Denpasal t.Bl atit wi"-uau"u.

Lebih lanjut Alit Wiradana

reklame iiril teiah -u"aup'utt un

menlelasli;r{r. langkah penertiban
ini te_lah (lil+uknn sssrai trosedur
danSOP rlc$gan terus me-laku_kan
peninjaqafll terhadap tiga titik
reklame {iiHenpasar ini. Tiga titik

bongfaran sendiri. pihaknya ber-
samq ttm yustisi yang terdiri dari
IM,-Folri. akan melakukan pem-
bongkara-n yang djsa ksikan aparar
desa4wah serta instansi terkait.
Ponindakan terhadap reklame
yang telah habis maia izinnya
dan terkait juga zona larangan
hing- ga menjelang alhir tahun-ini,
telah ratusan yang ditertibkan.
la mengharapkan lewat surat
pemapggilandan koordinasi yang
telah dilakukan, pemilik dipal
menurunkan 

-ataupun membong-
kar sQndiri relrla menva.

Pantauan di lapangaq tan-
pak pemilik reklame telah
mela\ukan persiapan pembong-
ITll yang didampingi Satpol
PP llota Denpasir. fueliliat
kondi$i reklame densan sisi kiri
dan $nan terdapai bangunan
ruma{r penduduk, membutuh-
kan kphati-hatian dalam mem-
bongk[rnya. (kmbt2)

surat pen r gf tan dan pemanggilan
un t uk da ;l a t flit indaklanj u d sl"gera
oleh pemi I Lk.lbaik melakukan p.""--
bongkara n s{cara bertahap.'fGmi
juga pgmlxdikan apresiasi kepada
pemilik varlg telah melakukan
pe-nurun:r n Han pembongkaran
reklame rrk[ran besar sendiri.
Ukgran retlame cukup besar
berkisa_ra', 10 x 6 meter sehingga
pemilik rnembutuhkan waf,fu
yang cukupi lama menurunkan
m_aup_un rr rehrbongkarnya." ujar
Wiradana.

Jika ti<lak melakukan pem-

BONGKAR - Rehlame yang telah melewati b"t"" *:il;:;';Z?
masangan, hini mulai dibonghar pemilihnya.

f.*
,f#l



Sub Bagialn i{urnats clarn Tartar Usalra Fdl( Rl Perw;rkiiarr provinsi E}arli

*ir+ido,til
,trr6;y+o l-latr fr firns I

BALI setiap pe.
jabat pusat dd ke Bali, pe-
rusekan balih,rr reklamasi
Teluk Benoa ter{adi.'?e-
rusakas [6]i1]1, reklamasi

sejak eraTeluk Benoa
kepemimpinah
baliho tolak r,

1.Perusakan
masi Teluk

Benoajuga dilakukan ke-
tika ada pertern
internasionalya
Bali," papar

Kamis (22/'l
liho tolak rek
gsnea 6iliL
dirusak oranf
mana pada I
Wakil Presidenr
membuka ar:,r

n-pertemuan
dilakukandt

dini hari, ba-
Lmasi Teluk
r Adat Kelan
k dikenal di
yang sama
Jusuf Kalla
ALAWMM

Pascadirusak 
fl{anS Tq\ Dikenf,l

Desa Kelan mbdli Dirikan
Baliho Tolak eklamasi
Mangupura (BaIi Post) -

Desa Adat Kelan bangkit
melawan r€lncana reklamasi
Teluk Benoa. Sore hari pascap-
erusakan baliho tolak rekl e m asi
Teluk Benoa miliknya, mereka
kembali mendirikan baliho tolak
reklamasi. Masyarakat Desa
Adat Kelan kembali mendirikan
baliho tolak rekliamasi di perti-
gaan Jalan lly-pass Desa Adat
Kelan, lokasi semula penrsakan
baliho-baliho mereka terjadi

Demikian siaran pers dari
Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (Walhi) Eksekutif
Daerah Bali, Jumat (23lLO)
kemarin. Direktur Eksekutif
Daerah

Walhi Bali Suriadi Darmoko
dalam siaran persnya menyebut-
karl sekitar pukul 17.30 Wita,
Fonrm Pemuda Kelan bergerak
untuk mendirikan baliho bertu-
Iiskan Tolak Reklamasi Berke-
dok Revitalisasi Teluk Benoa".
"Batalkan Perpres 51 Tahun
%)14", "Law anatau Tengge}am".
Mereka bergotong royong untuk
mendirikan baliho berukuran
sekitar tiga kali lima meter.
Pendirian baliho tolak reHamasi
tersebut, menurut I Kadek Buda
Wa:sa Dwi Sanjaya dari Forum
Pemuda Kelan, merupakan
bentuk konsistensi penolakan
masyarakat Desa Adat Kelan
atas rencana reklamasi Teluk
Benoa. "Apa pun rintangannya,
langkah kami tidak akan sqrut
wrtuk menolak reHamasi Teluk
Benoa,"paparrrya.

KadBk Buda meminta ke-
pada pemerirtah untuk segera
membatalkan rencana rekla-
-"si Teluk Benoa dan mencabut
Perpres 51 Tahun 2014. Desa
kami akan terkena dampak
negatif apabila reklamasi Teluk
Benoa terus dipaksakan," ujar
KadekBuda, seperti dikutip Su-
riadi Darmoko. Usai mendirikan
baliho, Forum Pemuda Kelan
berfoto bersama di depan baliho

yangtelah pasang itu.
Suriadi Da yang Juga

Koordinator Lti Politik For.

(ASEAN L,ow Ministers Meet-
ind dt Nusa Dua Room, Hotel
Melia Nusa Dua. 'Ada pihak
yang berusaha menutupi pe-
nolakan rakyat Bali terhadap
reklamasi Teluk Benoa dengan
merusak baliho-baliho tersebut,
sehingga dalam banyak kes-
empatan sehiap pejabat pusat
datang ke Bali prakt'k itu terus
berulang," paparnya.

Pemerintah pusat, menurut
Swiadi, harus segera mengam-
bil langkah stritegis .rituk
segera merighentikan ren-
cana reklamasi Teluk Benoa.
"Rencana reklamasi sudah
mendapatkan penol akan keras
dari rakyat Bali dan Presiden
Jokowi harus segera mencabut
Perpres 51 Tahun 2014," desak
Suriadi.(kmb)
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